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ABSTRAK 

 

SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF 

INDONESIA DAN HUKUM ISLAM 

 

Oleh : 

NARTO KURNIAWAN 

502015382 

 

Judul dari karya ilmiah ini adalah Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif 

Hukum Positif Indonesia dan Fiqh Jinayah. Di latar belakangi oleh semakin 

banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi saat ini, tidak hanya terjadi di negeri 

tercinta sendiri Negara Indonesia, melainkan hampir di seluruh belahan dunia ini, 

tidak hanya negara-negara maju saja, akan tetapi negara-negara yang 

berkembangpun mengalami nasib yang sama. 

Korupsi merupakan masalah yang sangat serius itulah sebabnya kenapa 

tindak pidana korupsi ini disebut “Extra Ordinary Crime” yang artinya kejahatan 

yang luar biasa, sebab dapat merugikan negara dan warga negaranya. Dan dalam 

penegakkan hukumpun tindak pidana korupsi ini tidaklah mudah, karena dalam 

upaya pemberantasannya masih sering disparitas pidana dalam hal penerapan 

sanksi dan atau penjatuhan hukumannya. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sanksi sanksi 

pidana terhadap kejahatan tindak pidana korupsi, dari sisi hukum positif Indonesia 

dan dari sisi hukum pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan sebutan Fiqh 

Jinayah 

Sehingga perbedaan apa saja yang dapat dilihat dari kedua sisi hukum ini, 

baik dari definisi nya, maupun solusi dalam menanggulangi kasus tindak pidana 

korupsi, peran dan gambaran seperti apa yang ditawarkan oleh hukum Islam 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh hasil bahwa 

penerapan sanksi yang dijatuhkan di hukum positif Indonesia itu masih banyak 

keraguan karena sanksi yang bersifat tertulis saja masih berbeda dengan faktanya,  

jika kita melihat penerapan sanksi yang ada di hukum Islam yang dimana mayoritas 

penduduknya beragama Islam itu lebih tepat dan sanksi yang diberikanpun 

mempunyai kesan yang sangat sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Hukum Islam, Penerapan Sanksi 

 



ABSTRACT 

SANCTIONS FOR CORRUPTION IN THE PERSPECTIVE OF 

INDONESIAN POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW 

 

BY : 

 

NARTO KURNIAWAN 

502015382 

 

 

 The title of this scientific work is Corruption Penalty Indonesian Positive 

Legal Perspective and Islamic of Law. In the background by the increasing number 

of corruption cases that occur at this time, not only occur in our own beloved 

country of Indonesia, but almost in all parts of the world, not only developed 

countries, but developing countries experience the fate the same one. 

 Corruption is a very serious problem that is why the crime of corruption 

is called "Extra Ordinary Crime" which means extraordinary crime, because it can 

harm the state and its citizens. And in enforcing the criminal code of corruption, it 

is not easy, because in an effort to eradicate it there is still frequent criminal 

disparity in terms of the application of sanctions and / or the imposition of 

sentences. 

 This study aims to find out and understand criminal sanctions against 

criminal acts of corruption, from the side of Indonesian positive law and from the 

side of Islamic criminal law or better known as Jinayah Fiqh 

So what differences can be seen from both sides of the law, both from the definition, 

and the solution in overcoming cases of corruption, the role and description of what 

is offered by Islamic law 

 From the results of the research conducted by the author, the results 

obtained that the implementation of sanctions imposed on Indonesian positive law 

are still a lot of doubts because the written sanctions are still different from the facts, 

if we see the application of sanctions in Islamic law where the majority of the 

population is Muslim it is more appropriate and the sanction given has the 

impression that it is very suitable for the crime committed. 

 

 

Keywords: Corruption Crime, Islamic Law, Application of Sanctions 
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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Korupsi dari bahasa latin : corruption dari kata kerja corrumpere yang 

bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Secara harfiah, 

korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politis maupun pegawai negeri, yang 

secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang 

dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yangdipercayakan 

kepada mereka. 

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika 

membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu 

karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan 

dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan 

karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau 

golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.1 

 

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau 

oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang 

memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum 

disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan 

perkembangan hukum merupakan salah satu untuk mengantisipasi korupsi tersebut. 

Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain 

masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan 

sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik 

demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini 

diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal 

dalam mencegah atau mengurangi kejahatan. 

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam 3 (tiga) tahap 

yaitu elitis, endemic, dan sistematik : pada tahap elitis, korupsi masih menjadi 

patologi sosial yang khas di lingkungan para elit/pejabat. Pada tahap endemic, 

korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas. Lalu ditahap yang kritis, 

ketika korupsi menjadi sistemik, setiap individu di dalam sistem terjangkit penyakit 

yang serupa. Penyakit korupsi di Indonesia ini telah sampai pada tahap 

                                                           
1 Https://id.wikipedia.or/wiki/korupsi.11/09/1012.23:45 wib 

https://id.wikipedia.or/wiki/korupsi.11/09/1012.23:45
https://id.wikipedia.or/wiki/korupsi.11/09/1012.23:45
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sistematik. Perbuatan tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap hak-hak 

sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat 

lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes). Dan dalam upaya 

pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dituntut cara 

cara yang “luar biasa “ (extra-ordinary enforcement).2 

 

Berbeda halnya dengan kasus korupsi yang terjadi di negara-negara lain, 

khususnya negara yang mayoritas muslim dimana mereka juga menegakan hukum 

agama atau disebut juga dengan hukum Islam, yang bersumber dari Al Quran dan 

Hadits. Didalam istilah politik bahasa arab, korupsi sering disebut “Al Fasad atau 

Riswah” yang mengandung makna menyalahgunakan atau menggelapkan 

uang/harta kekayaan umum (negara, rakyat, atau orang banyak) untuk kepentingan 

pribadi. Hukum Islam mengenal korupsi dengan pengungkapan “ghulul” 

dan“akhdul” yang bermaksud memakan harta milik orang lain dengan jalan yang 

salah dan tidak dibenarkan dalam Islam.3 

   

Islam diturunkan Allah untuk dijadikan pedoman dalam menata kehidupan 

manusia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Tidak ada sisi 

yang tidak diatur oleh islam. Aturan atau konsep itu bersifat mengikat bagi setiap 

orang yang mengaku muslim. Yang dimana konsep Islam ini juga bersifat totalitas 

dan komprehensif, tak boleh dipilah pilih seperti zaman sekarang. 

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi akan arti kesucian, sehingga 

sangatlah rasional jika memelihara keselamatan (kesucian) harta termasuk menjadi 

tujuan pokok hukum (pidana) Islam. Karena mengingat harta maka ada dua 

dimensi, yakni dimensi Halal dan Haram. Perilaku korupsi adalah masuk pada 

dimensi haram karena korupsi menghalalkan sesuatu yang haram, dan korupsi 

merupakan wujud manusia yang tidak memamfaatkan keluasan rezeki dari Allah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis hendak menuangkannya kedalam 

suatu penulisan skripsi yang berjudul : 

 

                                                           
2 Evi Hartan, 2007, Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua, Sinarraka, Jakarta, Hlmn 9  
3 Muhammad Nurul Irfan, 2011, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar 

Grafika, Hlm 29 
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“SANKSI TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF HUKUM 

POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM“. 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan pada latar belakang uraian diatas, maka permasalahan dalam skripsi 

ini adalah : 

1. Bagaimanakah sanksi tindak pidana korupsi dalam hukum Indonesia dan Hukum 

Islam? 

2. Bagaimanakah solusi menurut hukum Islam? 

 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 

 

Penulisan skripsi ini dititik beratkan pada penelitian pada penelitian tentang 

bagaimana cara menerapkan sanksi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak 

pidana korupsi, dengan melakukan studi lebih mendalam terhadap perbandingan 

hukum yang dijatuhkan di Indonesia dan dalam hukum Islam. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab semakin 

meningkatnya kasus korupsi yang ada saat ini khususnya di Indonesia sendiri, 

sehingga dapat mengetahui faktor faktor apa saja yang menyebabkan korupsi terus 

saja terjadi, dengan mengajukan konsep-konsep yang ada dan bagaimana 

praktiknya syariat Islam dalam menanggulangi korupsi, sehingga dapat dijadikan 

solusi. 
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D. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep 

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti arti yang berkaitan dengan 

istilah yang ingin diteliti atau akan diteliti.  

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu 

pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit dari pada rangka teoritis yang masih 

sering bersifat abstrak. Namun demikian, suatu kerangka konsepsionil belaka 

kadang-kadang dirasakan masih juga abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi 

operasionil yang akan menjadi pegangan kongkrit didalam proses penilitian.  

Adapun pengertian dasar yang digunakan dari istilah-istilah yang terdapat 

dalam penulisan ini adalah meliputi : 

 

1.”Sanksi adalah suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau 

kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau 

kelompok. Namun dalam konteks hukum sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan 

oleh pengadilan”.4 

2.”Korupsi adalah Penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan 

dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain”.5 

                                                           
4 R Abdoel Djamal, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, 1984 ,Hlmn 11 
5 Https//Www.Islamcendikia.Com/Amp/2010/04/Pengertian-Korupsi-Menurut-Uu-

Tipikor.Html 
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3.”Tindak pidana (straafbar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 

hukum, larangan yang dimana disertai oleh suatu ancaman sanksi yang berupa 

pidana tertentu, bagi barang siapa yang melakukan pelangaran tersebut”.6 

4.”Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan 

tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban,  keadilan, dan 

mencegah terjadinya kekacauan”.7 

5.”Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari AlQuran dan As Sunnah 

sesuai aturan dan ketentuan ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan”.8 

 

E. Metodologi Penelitian 

 

 

 Metodologi penelitian merupakan cara yang utama untuk memeroleh data 

yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, sehingga tujuan 

penelitian dapat tercapai. 

Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang  

dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan didalam penulisan 

skripsi ini serta untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang kan dibahas 

maka dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode penelitian sebagai 

berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian karya ilmiah merupakan jenis penelitian hukum sosiologis yang 

didukung oleh penelitian lapangan. 

                                                           
6 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana,Jakarta, 2011, Hlmn 126 
7 Soedjono Dirdjosiswowo, Pengantar Ilmu Hukum, 1983, hlmn 15 
8 Mohammad Daud Ali, Pendidikan Agama Islam, 1983, hlmn 27 
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1. Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis Data   

Jenis data yang digunakan dalam  penelitian karya ilmiah ini adalah data   

kualitatif dengan menitikberakan pada data primer dan sekunder. 

b. Jenis dan sumber data 

b.1.Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan. 

b.2.Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum 

seperti. 

1). Bahan hukum primer yaitu berupa himpunan perundang undangan 

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, traktat  dan lain sebagainya. 

2) .Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer misalnya rancanga nundang-undang 

Republik Indonesia, hasil karya tulis ilmiah (literature) hasil-hasil 

penelitian, surat kabar, buku-buku hukum dan tulisan pendapat ahli 

hukum yang berhubungan dengan ada arsip instansi yang terkait yang 

berhubungan dengan penelitian. 

b.3.Bahan hukum tersier yaitu bahan yang sifatnya menunjang bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa 

Indonesia, kamus hukum, Al Quran, kumpulan Hadits Hadits 

 

2. Tehnik Pengumpulan Data 
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Adapun teknik pengumpulan data yang penulis pergunakan adalah 

penelitian kepustakaan (library research) dan didukung dengan data 

dilapangan (empiris) dengan mengelolah data primer.9 

Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder 

yang ada diperpustakaan. data sekunder rmeliputi buku-buku ,dokumen-

dokumen resmi dari pemerintah yang dilengkapi dengan data primer yaitu 

berupa data-data pengamatan, wawancara dan kuisioner terhadap 

narasumber. 

Unuk mendapatkan data sekunder tersebut, penulis melakukan 

serangkaian tindakan yaitu berupa membaca dan mengkaji buku-buku 

lieratur, mengutip dan menelaah perundang-undangan serta bahan hukum 

lain yang erat kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

3. Tehnik pengolaan data 

Pada penelitian hukum sosiologis, pengolahan data pada hakikatnya 

adalah kegiatan untuk mengadakan sistemisasi terhadap bahan-bahan 

hukum tertulis yaitu undang undang serta hukum tertinggi bagi umat Islam 

yang tidak bisa dirubah kapan pun dan di ganggu gugat yaitu Kitab suci Al 

Quran.  

Untuk menganalisa data yang digunakan, harus kembali 

memperhatikan bentuk penelitian yang dilakukan, guna menyesuaikan 

                                                           
9 Soerjono Soekanto,1986,Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 

Hlmn.51 
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dengan tipe penelitian ini, maka analisis data dalam penulisan ini adalah 

pendekatan dengan teknik analalisis deskriptif kualitatif, umtuk 

mendapatkan kesimpulan. 

 

F. Sistematika Penulisan 

 

 Penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, tidak terhitung kata 

pengantar , daftar pustaka, maupun lampiran, yaitu : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam pendahuluan ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, 

perumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini diuraikan mengenai pengertian dari kata-kata kunci yang 

berhubungan dengan judul dan perumusan permasalahan sehingga dicapai tinjauan 

umum dan khusus terhadap tindak pidana korupsi dari sudut pandang dalam hukum 

negara Indonesia dan dari sudut pandang Hukum Islam 

 

BAB III PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini akan memuat mengenai uraian tentang hasil penelitian dan 

pembahasan yang disajikan secara terpisah dikarenakan satu kasus yang ada namun 
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dipandang dari segi hukum yang berbeda. Dalam bab ini juga disampaikan 

mengenai faktor faktor yang menjadi penyebab sering terjadinya tindak pidana 

korupsi dalam proses peradilan pidana (study kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1 

A Palembang dan Normatif dari sumber sumber Hukum Positif dan Hukum Islam). 

 

BAB IV PENUTUP 

 Pada bab terakhir ini berisi kesimpulan yaitu kristalisasi dari pembahasan 

hasil penelitian yang dilakukan dan berisi saran saran berupa sumbangan pemikiran 

berdasarkan kesimpulan terutama yang berkaitan dengan Penerapan Sanksi terkait 

tindak pidana korupsi. 
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